— Persetujuan Kontrak Kerja —

Bagi Peserta Pemagangan yang masuk ke Jepang dengan
penerimaan tipe pengawasan asosiasi, setelah menyelesaikan kursus
yang dilakukan segera setelah tiba di Jepang, maka pemagangan
dilakukan di bawah ikatan kontrak kerja dengan Lembaga Pelaksana
praktek kerja (Lembaga Penerima). Begitu pula bagi penerimaan
tipe perusahaan individu, periode pelaksanaan kursus memang tidak
ditetapkan secara istimewa, tetapi pemagangan juga dilakukan di
Lembaga Pelaksana, di bawah ikatan kontrak kerja.

Setelah kontrak kerja diberlakukan, UU Ketenagakerjaan
Jepang akan diberlakukan terhadap Peserta Pemagangan, sama halnya
dengan karyawan orang Jepang. UU yang berkaitan terutama
adalah ; UU Standar Kerja, UU Upah Minimum, UU Keselamatan &
Sanitasi Kerja, UU Asuransi Kepegawaian, UU Asuransi Kompensasi
Kecelakaan Pekerja, dsb.

1 Kontrak Kerja (persetujuan majikan & karyawan)

Kontrak kerja dilakukan antara Peserta Pemagangan
dengan Lembaga Pelaksana, di negeri sendiri, yaitu sebelum masuk
ke Jepang, dan kontrak ini mulai diberlakukan sejak mulai
melakukan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dsb di
Lembaga Pelaksana.

Ketika  persetuyjuan  kontrak  kerja  dilakukan,
sekurang-kurangnya harus dicantumkan 5 ketentuan tertulis (Surat
Persyaratan dan Ketentuan Kerja) seperti tertulis di bawah ini ;
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(DPeriode kontrak (periode masa kerja)

(@Tempat kerja dan bidang kerja

(®Jam mulai dan jam selesai kerja, ada tidak-nya kerja lembur, jam
istirahat, hari libur, cuti, pergantian jam kerja seandainya ada
shif kerja (sistem kerja bergiliran).

(@©Upah yang ditetapkan, cara penghitungan dan pembayaran, batas
penghitungan upah, dan hari pembayarannya.

(®Hal-hal tentang pemutusan hubungan kerja.

Selanjutnya, konfirmasikanlah hal-hal di bawah ini yang
juga diberitahukan seandainya ada peraturan dari Lembaga
Pelaksana (kebanyakan dicantumkan secara tertulis dalam
dokumen yang sama dengan 5 ketentuan di atas), hal tsb adalah
sebagai berikut ;

(®Kenaikan gaji

(DTunjangan pesangon

(®Upah istimewa, bonus atau hal-hal yang seperti ini, lalu juga
jumlah upah minimum.

(@ Biaya makan, peralatan kerja dll yang menjadi tanggungan
karyawan.

(0Keselamatan dan sanitasi.

@Latihan pekerjaan.

(2Kompensasi kecelakaan dan bantuan seandainya sakit/cedera di
luar pekerjaan.

(@3Penghargaan dan sanksi

Libur kerja

Oleh karena kontrak kerja dibentuk berdasarkan
kesepakatan antara Peserta Pemagangan dengan Lembaga
Pelaksana, maka kontrak yang diubah atau yang tanpa persetujuan
Peserta Pemagangan, akan dianggap tidak sah.

2 PHK (pemecatan)

Seandainya Lembaga Pelaksana hendak melakukan PHK
terhadap Peserta Pemagangan di dalam masa kontraknya, maka ia
harus memberitahukan hal ini sekurang-kurangnya 30 hari
sebelumnya. Apabila tidak diberitahukan pada masa [30 hari
sebelumnya] ini, maka diharuskan membayar upah rata-rata
minimal sebanyak 30 hari (tunjangan pemberitahuan : sekitar 1
bulan upah atau lebih).

Tetapi, seandainya PHK ini dikarenakan adanya bencana
alam sehingga perusahaan terpaksa ditutup, atau karena Peserta
Pemagangan melakukan suatu pelanggaran, sehingga ia harus
bertanggung jawab dan pulang ke negerinya, maka dalam hal ini,
apabila sudah disetujui oleh Kepala Kantor Pengawas Standar
Kerja, pemberitahuan sebelumnya ataupun pembayaran tunjangan
pemberitahuan ini tidak perlu dilakukan.

PHK 1ini tidak boleh dilakukan ; dalam periode 30 hari
setelah perawatan apabila Peserta Pemagangan mengalami cedera
dalam pekerjaannya atau sakit sehingga memerlukan perawatan,
begitu pula bagi wanita yang libur kerja sebelum dan sesudah
melahirkan, dan dalam masa 30 hari sesudahnya. Tetapi, ini tidak
berlaku bagi PHK yang mendapatkan kompensasi segera setelah
PHK, atau perusahaan yang terpaksa ditutup karena bencana alam
dsb serta diakui oleh Kepala Kantor Pengawas Standar Kerja.

3 Larangan Pemaksaan Tabungan

Lembaga Pelaksana tidak diperbolehkan melakukan
kontrak kerja yang memasukkan poin perjanjian tabungan, atau
perjanjian untuk mengelolakan wuang tabungan (termasuk
menyimpankan buku tabungan Peserta Pemagangan dan cap
stempelnya).
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